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ABSTRAK 

Shilian Nazla Jeinnata, 201910115302. Status Perkawinan Melalui Wali Hakim 

Tanpa Penetapan Wali Adlal Oleh Pengadilan Agama Ditinjau Dari Hukum 

Perkawinan Indonesia.  

Perkawinan adalah sah jika terpenuhinya rukun dan syarat-syarat perkawinan. Wali 

hakim dapat bertindak sebagai wali nikah disebabkan karena berbagai hal tertentu. 

Namun, pada pelaksanaannya terdapat wali hakim yang tidak sesuai dengan 

prosedural hukum yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

status wali hakim dan upaya hukum terhadap perkawinan yang dilakukan tanpa 

penetapan wali adlal oleh Pengadilan Agama. Metode penelitian yang digunakan 

yaitu yuridis-normatif. Analisa                                                          yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisa 

normatif kualitatif, dengan mempergunakan bahan pustaka seperti perundang-

undangan dan putusan pengadilan, serta bahan bacaan lain yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian.  

Hasil dari penelitian ini bahwa Perkawinan adalah sah apabila merujuk pada 

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan yang 

dilakukan dengan wali hakim mengacu pada perspektif peraturan perundang-

undangan pada Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan 

Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Perkawinan dengan 

wali hakim tanpa adanya penetapan wali adlal dari pengadilan agama tetap 

dinyatakan sah sepanjang dilangsungkannya dengan seorang wali yang rukun 

walinya telah terpenuhi, akan tetapi kekuatan hukum dari perkawinannya tersebut 

adalah lemah. Karena dapat kemungkinan keluarga atau wali nasab baik ayah 

kandung ataupun wali dari garis lurus keturunan ke atas lain mengetahui, bisa saja 

akan mengajukan pembatalan terhadap perkawinannya. Sebaliknya, jika ada 

penetapan wali adlal dari Pengadilan Agama memiliki kekuatan hukum yang lebih 

kuat. Dalam hal ini, Upaya yang dapat diajukan yaitu dengan itsbat nikah yang 

berfungsi dalam memberikan keabsahan terkait peristiwa perkawinan, dikarenakan 

adanya keraguan mengenai rukun-syarat perkawinan yang kemudian dituangkan 

dalam sebuah penetapan dari Pengadilan. 

 

Kata Kunci: Perkawinan, Wali Hakim, Wali Adlal   
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ABSTRACT 

Shilian Nazla Jeinnata, 201910115302. Marriage With Magistrate Guardian 

Without Determination of Adlal Trustee by the Religious Court in Review of 

Indonesian Marriage Law. 

A marriage is valid if the pillars and conditions of marriage are fulfilled. The 

guardian of the judge can act as a marriage guardian due to certain reasons. 

However, in practice there are guardians who are not in accordance with the 

established legal procedures. This case analysis aims to determine the status of the 

magistrate guardian and legal remedies against marriages conducted without the 

determination of adlal trustee by the Religious Court. The research method used is 

juridical-normative. The analysis used in this research is a qualitative normative 

analysis, using library materials such as legislation and court decisions, as well as 

other reading materials related to the research problem. 

The result of this study is that marriage is valid when referring to the Marriage Law 

and the Compilation of Islamic Law. Marriages conducted with a magistrate 

guardian refer to the perspective of legislation in Article 23 Paragraph (1) and 

Paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law jo Regulation of the Minister of 

Religion Number 30 of 2005 concerning Magistrate Guardian. Marriages with a 

magistrate guardian in the absence of a determination of adlal trustee from the 

religious court are still declared valid as long as they are carried out with a 

guardian whose guardianship pillars have been fulfilled, but the legal force of the 

marriage is weak. This is because it is possible that the family or the guardian, 

either the biological father or the guardian from the straight line of descent 

upwards, who knows about the marriage, may apply for an annulment of the 

marriage. Conversely, if there is a determination of adlal trustee from the Religious 

Court, it has stronger legal force. In this case, the effort that can be submitted is 

the marriage itsbat which functions in providing validity related to the marriage 

event, due to doubts about the conditions of marriage which are then outlined in a 

determination from the Court. 

 

Keywords: Marriage, Magistrate Guardian, Adlal Trustee 
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MOTTO 

 

“Jangan bermain sama nasib kamu sendiri. Lakukan totalitas bahkan ketika itu 

 adalah hal pertama yang akan kamu lakukan.” 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

 

“Skripsi ini penulis dedikasikan kepada orang tua tercinta, ketulusannya dari hati 

atas doa yang tak pernah putus, dan semangat yang tak ternilai. Serta untuk orang-

orang terdekatku yang tersayang, dan untuk almamater kebanggaanku.” 
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